BAB 1V
ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI TANAH
PERTANIAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO. 5 TAHUN 1960
DI DESA TEMPEH KIDUL KECAMATAN TEMPEH

KABUPATEN LUMAJANG

A. Analisa Tentang Barang Jaminan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan
hasil penelitian pada Bab 111, bahwa praktek gadai tanah
yang dilakukan oleh masyarakat desa Tempeh Kidul kecamatan
Tempeh kabupaten Lumajang terjadi disebabkan adanya
kebutuhan yang mendesak di dalam kehidupannya, maka untuk
memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara mencari pinjaman
dari orang lain karena untuk mencari pinjaman - itu bukan
merupakan suatu hal yang mudah, sehingga meeka menempuh
jalan pintas yakni dengan pinjam uang pada seseorang yang
dianggap mampu dan memberikan tanah sebagai jaminan
kemudian dari tanah tersebut bisa diambil manfaatnya.
Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada waktu
transaksi gadai berlangsung, sampaili penggadai dapat
melunasi kembali uang yang dipinjamnya tersebut.

Melihat kenyataan ini apabila dikaitkan dengan
pembahasan hukum Islam maka tidak terlepas dari sumber-—

sumber hukum Islam yakni : Al Qur’'an, hadits serta Ijma’.

54



S5

Mengenai hal tersebut di atas dijelaskan dalam

fir 'man Allah surat 2 (dua) ayat 283 :

wwuﬂd&bgg-lﬁ (b MJ‘-’_:\/(W&

"Jika kamu dalam perjalanan (bermu’amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak mempunyai seorang
penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang)".

(Depag RI, 1992 : 71).

Sedangkan mengenai hadits yang menerangkan adanya

transaksi gadai adalah :
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(Imam Muslim, tt : 701).
"Dari Aisyah Ia berkata : Bahwa Rosulullah Saw,
membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tanggung

lalu beliau memberikan baju besinya s2bagai
pegangan”
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(Ibnu Majah, tt : 815).

"Dari Asma’ binti Yajid, sesungguhnya - Nabi Saw,
telah wafat sedang baju besinya masih tergadai pada
orang Yahudi dengan makanan'.
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Dari praktek Nabi menjelaskan bahwa yang dijadikan
sebagai marhun termaiuk barang bergerak yang berupa baju
besi, karena baju éesi pada zaman Nabi Saw sangat
diperlukan dan mempuhyai nilai yaitu sebagai baju besi di
medan pertempuran, maka boleh dijadikan sebagai jaminan
hutang karena salah satu syarat dari marhun adalah barang
tersebut berwujud dan punya nilai.

Namun kenyataan yang dilakukan oleh .masyarakat desa
Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang dalam
transaksi gadai yang ¢ijadikan sebagai marhun berupa tanah
pertanian, sedang tanah pertanian termasuk barang yang
berwujud dan mempunyai nilai, maka Islam membolehkan jika
tanah pertanian dijadikan sebagai jaminan hutang.

Sedangkan barang jaminan menurut UU No. 5 tahun 1960
vyang dijadikan sebagai obyek dalam transaksi gadai adalah
tanah pertanian dengan status hak milik, maksudnya tanah
pertanian‘ yang dijadikan sebagai jaminan harus
kepunyaannya sendiri, sedang pemilik tanah peir tanian harus

berstatus WNI.

B. Analisa Tentang Batas Waktu Perjanjian

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa
perjanjian gadai tanah pertanian di desa Tempeh Kidul
kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang tidak terikat adanya

waktu yang membatasi, meskipun ada sebagian mereka yang
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menggunakan batas waktu dua tahun atau lebih, akan tetapi
batas tersebut bukan merupakan batas maksimal. Semua itu
dimaksudkan untuk memberi kelonggaran kepada kedua belah
pihak.

Sedang menurut hukum Islam dalam masalah ini tidak
menjelaskan secara pasti, hanya saja apabila ada seseorang
yang mempunyai hutang dan belum mampu untuk melunasi
hutgngnya maka dianjurkan untuk memberikan tangguh kepada
mereka, sehingga mereka mampu untuk melunasi hutangnya
tersebut.

Sebagaimana firman Allah, surat 2 : 280
\3;'\’*0:“_);30%*{\/3() \ OLAO;JOJ_L»-C-_g.b ‘-)K(_)\“j 4
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"Dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam
kesukaran maka berilah tangguh sampai Dia
berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau
semua hutang) itu lebih baik bagi kamu, jika kamu
mengetahui”.

(Depag RI, 1992 : 70).

Sedangkan menurut Azhar Basyir, apabila pada waktu
yang telah ditentukan rahin belum juga bisa membayar
hutangnya, padahal murtahin sangat memerlukan pengembalian
piutangnya, maka ia dapat memindahkan barang gadai kepada
murtahin lain dengan izin rahin. Hal ini dimaksgdkan agar
keperluan - murtahin dapat teratasi dan dalam waktu vang

sama rahin masih dapat kelonggaran tenggang waktu.
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Sedangkan menurut hukum adat, pihak yang
menggadaikan tidak dapat dipaksa untuk melakukan
penebusan, jika pemegang gadai.memerlukan uang sedang si
pemberi gadai belum bersedia untuk menebus kembali
tanahnya, maka ia diperbolehkan untuk menggadaikan tanah
tersebut kepada pihak ke tiga. Namun harus diingat bahwa
masalah tersebut tidak terlepas dengan ketentuan UU No. S
tahun 1960 sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 53
adalah segala hak yYyang bersifat sementara khususnya hak
gadai bharus diatur untuk membatasi sifat-sifat yang
bertentangan dengan tujuan UUPA, maka berdasarkan pasal
tersebut diadakan ketentuan dalam pasal 7 UU No. S& Prp,
tahun 1960 vyang menjelaskan tentang pengembalian dan
penebusan tanah yang digadaikan jangka wak tu vyang
ditetapkan paling lama 7 tahun, setelah berlangsung 7
tahun maka hubungan gadai yang bersangkutan berakhir dan
tanahnya wajib dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa
pembayaran uaig tebusan dalam satu bulan setelah tanaman

yang ada dipanen.

C. Analisa Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam hal pemanfaatan barang gadai sebagaimana yang
telah disebutkan di atas bahwa perjanjian gadai tanah
pertanian vyang terjadi di desa Tempeh Kidul kecamatan

Tempeh kabupaten Lumajang adalah pemegang gadai (murtahin)
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boleh untuk mengolah dan memanfaatkan hasil dari tanah
tersebut hingga rahin dapat menebus kembali tanahnya
(barang jaminan). |

Dalam masalah iniVJumhur Fugaha® berpendapat, bahwa
penerima gadai tidak boleh mengambil sesuatu apapun
manfaat dari barang gadai. (Ibnu Rusyd, 1990 : 314).

Dengan demikian apabila marhun itu berupa sebidang
tanah, murtahin tidak berhak menanaminya kecuali seizin
rahin. Dalam hal ini rahin mengizinkan penggunaan tanah
gadai, maka kepada rahin harus diberikan sebagian dari
hasil tanaman tersebut seperti ketentuan yang berlaku pada
perjanjian bagi hasil.

(Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 57).

Oleh karena perjanjian gadai tanah pertanian yang
berlaku di desa .Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten
Lumajang murtahin di dalam mengambil gérta meman faatkan
barang gadai tersebut juga atas izin rahin serta
kerelaannya, meskipun dari seluruh hasil tanah tersebut
tidaklah menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di
atas sebab adanya faktor kerelaan serta izin dari rahin.
Karena adanya unsur kerelaan dalam akad tersebut akan
membawa konsekwensi pada kerelaan sebab akibat yang

menyertai perjanjian tadi, sebagaimana kaidah figh :
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"Kerelaan terhadap sesuatu berarti kerelaan juga

terhadap apa—-apa yang mengikutinya".

(Asmuni Abdur Rahman, 1983 : 80).

Dari beberapa uraian dapat disimpulkan bahwa ada
sebagian wulama vyang tidak membolehkan murtahin untuk
mengambil manfaat dari barang jaminan karena Islam tidak
membolehkan jika terjadi adanya eksploitasi (unsur
pemerasan) antara yang kuat dengan yang lemah karena dalam
akad gadai bukan untuk mencari keuntungan. Dengan demikian
dapat diperoleh keuntungan, apabila marbun berupa tanah
pertanian tanpa izin rahin maka murtahin harus membiarkan
tanah tersebut kosong sampai rahin melunasi hutangnya.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hukum asal
yang tidak memberikan hak kepada murtahin untuk mengambil
manfaat dan memungut hasil itu tidak selamanya dapat
dipertahankan, sebab dari segi lain Islam mengajarkan
bahwa hak milik adalah berfungsi sosial, maksudnya babwa
setiap tiﬁdakan yang menyebabkan hak milik tidak berfungsi
sama sekali, bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam
mengenai hak milik. Dalam hal pengambilan manfaat dan
pemungutan hasil marhun, apabila rahin tidak bisa
mengizinkan, agar jangan sampai marhun tidak berfungsi
dapat diadakan ketentuan yang memaksa rahin mengizinkan,
tetapi bhak rahin untuk ikut menikmati hasilnya tetap di

perhatikan. (Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 58).
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Mengenai pemanfaatan barang jaminan yang dijelaskan
dalam UU No. S5, tahun 1960 adalah selama uang gadai itu
belum dikembalikan, maka tanah pertanian yang bersangkutan
dikuasai oleh pihak yahg memberikan uang (pemegang gadai).
Selama' itu pemegang gadai berwenang untuk mempergunakan
atau mengambil manfaat dari tanah tersebut serta mempunyai
hak untuk mengolahnya. Maksudnya pPemegang gadai mempunyai
hak penuh untuk menggarap dan mengolahnya serta berhak
untgk menikmati hasilnya, meskipun hak tersebut hanya
bersifat sementara sampai penerima gadai me lunasi
hutangnya. Namun masalah tersebut tidak terlepas dengan
ketentuan dalam Bab Peralihan UU No. 5 tahun 1960, dan
soal tentang penegasan berlakunya pasal 7 UU No. 56 tahun

1960.

D. Analisa Tentang Adanya Tambahan dalam Gadai

Mengenai adanya tambahan dalam gadai sebagaimana
dikemukakan di atas bahwa perjanjian gadai yang terjadi di
masyarakat desa Tempeh Kidul, sebagai marhun adalah tanah
pertanian terkadang tanah tersebut terdapat tambahan yang
berupa pohon yang sudah berbuah dan bisa dinikmati
langsung oleh murtahin, dan juga dalam bentuk harga yang
disebabkan oleh waktu. Tentunya semua itu mereka lakukan
dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sefta adanya

kerelaan dari rahin.



62

Menanggapi masalah tersebut sebagian fuqaha’
berpendapat bahwa tambahan yang terpisah dari barang gadai
sama sakaii tidak termasuk dalam barang gadai Imam Syafi'i
adalah salah seorang di antara fugqaha’ yang memegangi
pendapat ini, sedang Abu Hanifa dan Ats Tsauri berpendapat
bahwa seluruh tambahan masuk dalam gadai, dalam masalah
ini Imam Abu Hanifah dan Ast Tsauri berpegang pada bahwa
cabang mengikut pada pokoknya, oleh karena kedudukan
hukumnya mengikuti pada pokoknya.

Lalu Imam malik mengadakan pemisahan, bahwa tambahan
yang terpisah bagi barang gadai yang memiliki bentuk dan
rupa maka tambahan itu masuk dalam barang gadai,' baik
secara kongkrit keluar dari padanya seperti buah kurma
dari pohon kurma, maupun secara tidak kongkrit, seperti
hasil penyewaan rumah atau penghasilan hamba. Beliau
beralasan bahwa hukum anak sama dengan hukum ibunya dalam
jual beli. dalam hal ini beliau membedakan antara buah-
buahan dengan anak berdasarkan tradisi {(sunnah) vyang
membedakan karena buah-buahan tidak mengikut pada
penjualan pokok (pohon)nya kecuali dengan syarat.

(Ibnu Rusyd, 1990 : 314).

Sedang tambahan dalam harga emas, mengingat piutang
vyang diberikan murtahin bukan sejumlah uang tunai akan
tetapi dengan cara memberikan perhiasannya kepada rahin,

kemudian oleh rahin perhiasan tersebut jual karena vyang
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dibutuhkan oleh rahin adalah sejumlah wuang. Dengan
demikian tentunya bharga perhiasan antara waktu meminjam
dengan waktu mengembalikan tidak sama sehingga terjadi
adanya kenaikan/tambahan harga emas tiap tahun.

Menurut hukum Islam dijelaskan dalam kitab Figh
Syafi’i menerangkan bahwa hutang emas harus dibayar dengan
emas, hutang perak harus dibayar dengan perak, maka
jelaslah kenyataannya bahwa pada waktu akad transaksi
gadai murtahin memberikan kepada rahin berupa perhiasan,
jika dikemudian hari rahin ingin melunasi hutangnya maka
sesuai dengan ketentuan di atas maka rahin harus membayar
dengan berupa perhiasan.

Namun apabila murtahin merelakannya jika rahin
melunasi hutangnya dengan berupa uang sebesar harga emas
pada waktu transaksi gadai berlangsung, maka tidaklah
bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena terdapat
adanya unsur kerelaan dan keikhlasan dari kedua pihak.

Sebagaimana kaidah yang mengatakan bahwa
A5 Gl L idl Lo e 5 0y ALl o, Al (8 Joa ¥

"Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah
pihak yang mengatakan akad, dan hasilnya apa yang
telah diiltizamkan oleh perakadan itu".
(Asjmuni Abdurrahman, et al, 1983 : 44).
Menurut UU No. 5 tahun 1960 tentang adanya tambahan

dalam gadai sebagaimana dijelaskan di atas bahwa selama

transaksi gadai berlangsung dan penerima gadai belum



&4

melgnasi hutangnya maka barang gadai vyang berupa tanah
pertanian dikuasai oleh pemegang gadai baik di atas tanah
tersebut terdapat tambahan pepohonan yang dapat
menghasilkan buah, maka pemegang gadai mempunyai hak untuk
menikmati buah tersebut sesuai kesepakatan kedua pihak

pada waktu mengadakan transaksi gadai.



